BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH AKIBAT PERCERAIAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Tentang Nafkah

1. Nafkah bagi Mantan Istri PNS

Menurut bahasa, nafkah berasal dari isim mufrad 4& (nafagah), yang
jamaknya adalah <& (nafagdh) yang artinya barang-barang yang
dibelanjakan seperti duit." Demikian pula dalam Kamus Al-Munawwir, daad)
yang artinya biaya, belanja.” Dalam Kamus al-Munjid,’ yang tertera yaitu:
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Menurut Syekh Muhammad ibn Qésim al-Ghazzi,® dan Syekh
Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, kata nafagah berarti mengeluarkan.’
Sedang secara terminologi terdapat beberapa rumusan di antaranya:

1. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang

diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.°

'Mahmud ~ Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973, him. 463.

Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, him. 1449.

*Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986,
hlm. 828

*Syekh Muhammad ibn Qésim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Indonesia: Dar al-Thya
al-Kitab al-Arabiah, tth, him. 51

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’in, Maktabah wa Matbaah,
Semarang: Toha Putera , tth, him. 119

®Ibrahim Muhammad al-Jamal, Figh al-Mar’ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar
Sitanggal, “Fiqih Wanita”, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 459
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2. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu
yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai
keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat
tinggal.”

3. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang
biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau
dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung j awabnya.8

4. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan
makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia
seorang kaya.’

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah
adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan
demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami
terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara
seorang. laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah
kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan
sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-
kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu

beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

"Zakiah Daradjat, llmu Figh, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 141.

$Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, Jakarta: PT
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

QSayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 228.
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Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang
dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang
pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib
mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan
haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-
baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak
dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib
menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan
haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri
mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta
menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurnalah
terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan
jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama
lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak
bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi
hak bagi suami."

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami
untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233
mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban

memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu)

1%Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 55.
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dengan cara ma’ruf.'' Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandaskan
bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya,
baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi."?
Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu
sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan
kekerabatan.

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik
dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan
disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah
tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat
kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa
meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari
suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya
terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk
al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan

terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:
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Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk
istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang

" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Pers, 1999, him. 108.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990,
hlm. 101.

BMuhammad Jawad Mughniyah, al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur,
Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, him. 400.
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ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang
ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-
Bagarah: 233)."

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq

(65) ayat 6:

d}’\.h“) \j.n_i.,ad ))bm Y} (yf-«\}j u.» (,_..g,w w}- Q.A f};/gf.j
6

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat
tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. at-Thalag: 6)."

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, di
antaranya:
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah
dari 'Adiyin bin Tsabit berkata: aku telah mendengar Abdullah bin
Yazid al-Anshari dari Abu Mas'ud al-Ansari r.a., Rasulullah Saw.
bersabda: "Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada
keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia
mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari)

"Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya::
DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

Ibid., him. 228.

'®Abu Abdillah al-Bukhary, Sahth al-Bukhari, juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410
H/1990 M, him. 305
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Qoza'ah dari Malik
dari Syauri bin Yazid dari Abi al-Ghoisa dari Abu Hurairah r.a.,
Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang berusaha keras membantu
janda dan orang miskin, sama artinya dengan. berjuang di jalan
Allah atau selalu sembahyang sepanjang malam hari dan selalu
berpuasa di siang hari. (H.R. al-Bukhari).
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Ismail dari Malik dari Abi al-
Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw.
bersabda: "Allah berfirman: 'Hai Anak Adam, belanjakanlah
hartamu dijalan kebaikan, maka Aku akan membelanjaimu! (H.R.
al-Bukhari)

2

f@uﬁﬁf‘dwuﬁdw ‘j“‘{ i.i;\:jj.‘;-

71bid, hlm. 305.
%1 bid,
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir dari
Syufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad r.a.,
kutanya: Sewaktu saya sakit di Mekkah, Nabi saw. datang melihat
saya. Saya berkata: "Saya memiliki sejumlah harta. Saya akan
membuat wasiat (testament) untuk menyerahkan seluruh harta saya
itu." Jawab Rasul: "Tidak boleh'." "Setengah?" kataku. "Tidak,"
jawab Rasul. "Apakah boleh sepertiga?" tanyaku lagi. Rasul
menjawab: "Sepertiga boleh, tetapi masih terlalu banyak. Engkau
lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya,
daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan melarat dan
menjadi beban dan orang lain. Semua pengeluaran yang kamu
belanjakan adalah sedekah dan berpahala bagimu. Bahkan sesuap
nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Mudah-mudahan
janganlah Allah menjadikan engkau seorang yang berguna bagi
kelompok manusia, tetapi mendatangkan malapetaka bagi
kelompok lain. (H.R. al-Bukhari).
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ghufair dari Lais dari
'Abdur Rahman bin Khalid bin Musafir dari ibnu Syihab dari ibnu
al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda:
"Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang
kaya. Mulailah memberikan sedekah dengan bersedekah kepada
orang yang menjadi tanggung-jawabmu! (H.R. al-Bukhari).

U;Msu;fm c;;;s *’“3 Sis yt&; 1 6:.,}; Sis
u\\&j\&v@uujwdmo\wd\gd

®1bid, him. 305
2Ibid, him. 305
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail dari Wuhaib
dari Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abi Salamah dari
Ummu Salamah r.a., katanya; Saya berkata kepada Rasulullah
Saw.: "Ya Rasulullah, kalau saya membelanjai anak-anak Abu
Salamah dan saya tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan
terlantar, karena mereka adalah juga anak-anak saya, apakah saya
memperoleh pahala?" Rasul menjawab: "Benar, engkau akan
memperoleh pahala atas segala nafkah yang engkau belanjakan.
(H.R. al-Bukhari).

Dalam konteksnya dengan nafkah mantan istri PNS, bahwa pegawai
negeri sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat
diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah
laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.?

Pegawai negeri sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal
hendak melangsungkan perkawinan beristri lebih dari satu, dan atau
bermaksud melakukan perceraian.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat
pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak
terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Dalam
pelaksanaannya, beberapa ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun
1983 tidak jelas. Pegawai negeri sipil tertentu yang seharusnya terkena

ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dapat menghindar,

baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

*'Ibid, hlm. 306.
Harmon Harun, Himpunan UU Kepegawaian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002-
2004, hlm 2-3
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Disamping itu adakalanya pula pejabat tidak dapat mengambil
tindakan yang tegas karena ketidak jelasan rumusan ketentuan peraturan
pemerintah Nomor 10 tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi
peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri.

Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu
jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat yang berwenang disini adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan pegawai negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembagian Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

a. Pegawai negeri pusat
Yang di maksud Pegawai negeri pusat adalah pegawai negeri
sipil pusat yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non
departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi
vertikal di daerah-daerah, dan kepaniteraan pengadilan.
b. Pegawai negeri sipil daerah
Yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil daerah adalah

pegawai negeri sipil daerah propinsi/kabupaten/kota yang gajinya
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dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja
pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.23

Dalam hubungannya dengan perceraian PNS, bahwa apabila usaha
untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas
kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian
gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri
Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan
bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis.**

Hak atas bagian gaji untuk bekas istri tidak diberikan, apabila
perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti
telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun
batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat,
dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah
meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan,
haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata
alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena
suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan
kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri,
dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi

yang sukar disembuhkan dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri

Z1bid., hlm. 19.
#Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 277
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selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah
atau karena hall lain di luar kemampuannya.

Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh
suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya
perceraian. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung
bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat
perceraian. Tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai
Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya. Bekas istri dapat
mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari
Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa. atau dapat meminta untuk
dikirimkan kepadanya. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh
pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat
tidak berhasil, maka proses pemberian ijin agar diselesaikan secepatnya
mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah
ditentukan.”

. Akibat Perceraian bagi PNS

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan
pernikahan antara suami istri.”® Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam
keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab
meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan

suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat

% |bid., him. 277-278.
%Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.
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terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut
hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab
kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi
melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang
disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.*’

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri
dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa
yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa'
(pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi
atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakam, dapat terjadi oleh sebab
kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau
istri.”®

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa
perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas
keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang
arti perceraian. KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh
undang-undang perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih
banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat
masalah putusnya perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 KHI menyatakan:
perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian, dan; c. Atas
putusan pengadilan. Dalam Pasal 117 KHI ditegaskan bahwa talak adalah

ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu

77 ahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan
di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 73.
*Ibid., hlm. 73.
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sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129, 130 dan 131.

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain
disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi
dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan pedoman
dasar sebagai berikut,

1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan
ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, "Hal
yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah
talak." Hadis Nabi riwayat Daruquthni mengajarkan, "Ciptaan Allah
yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak." Al-
Qurthubi dalam kitab Tafsir Ayat-Ayat Hukum mengutip hadis Nabi
berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, "Kawinlah kamu,
tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy." Dari
banyak hadis Nabi mengenai talak itu, dapat kita peroleh ketentuan
bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah
amat mendesak dan terpaksa.

2. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (nusyus) dari
salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan
perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya
antara suami dan istri sendiri. Apabila nusyus terjadi dari pihak istri,
suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat

tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari istrinya.
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Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran
dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan
sampai mengakibatkan luka.

3. Apabila perselisihan suami istri telah sampai kepada tingkat syigaq
(perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari
penyelesaian dengan jalan mengangkat hakam (wasit) dari keluarga
suami dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar
kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.”

4. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-
benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali,
memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam
mengatur bilangan talak sampai tiga kali.

5. Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap
baik antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya
dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu,
melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-
masing.”

Dalam konteksnya dengan perceraian PNS bahwa apabila perceraian
terjadi atas kehendak kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-
anaknya. Pembagian gaji tersebut sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria

yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk

71-72.

»Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UUI Press, Yogyakarta, 1999, hlm.

Ibid., hlm. 72.
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anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak
maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria
kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. Apabila perceraian
terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan
dari bekas suaminya. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku,
apabila isteri meminta cerai karena dimadu. Apabila bekas isteri Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi. maka haknya atas bagian gaji
dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.*’

B. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah
putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak
untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk
membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang
memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah
tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan
upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.**

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang
mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan

eksekutorial pada putusan pengadilan terletak pada kepada putusan yang

3! Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan
P.erceraiann badi PNS yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

*2Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
Jakarta: Prenada Media, 2005. hlm. 313.
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berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di
samping itu. putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah
putusan yang bersifat atau yang mengandung amar "condemnatoir,
sedangkan putusan pengadilan yang bersifat deklaratoir dan constitutif
tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam
menjalankannya. Menurut Sudikno Mertokusumo eksekusi pada
hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah
untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan
tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan
yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut
secara paksa (execution force).*
Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus
dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut:
a. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap
Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak
ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa
juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dan
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri
opperte, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak
yang berperkara.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai

hlm.201.

3Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998,
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kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris
serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dan
mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa
pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau
melaksanakannya secara sukarela.

Pengecualian terhadap asas ini adalah: (1) pelaksanaan putusan
uit voerbaar hij voorraad sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan
Pasal 180 ayat (2) pelaksanaan putusan provisi sesuai dengan Pasal
180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Pasal 54 Rv. (3)
pelaksanaan putusan perdamaian. sesuai dengan Pasal- 130 ayat (2)
HIR dan Pasal 154 ayat (2) R.Bg, (4) eksekusi berdasarkan Grose akta
sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 R.Bg.

Putusan tidak dijalankan secara sukarela

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg,
maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan
cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan
putusan tersebut. dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh
pengadilan.

Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan
dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1)
HIR.

Putusan mengandung amar Condemnatoir.

Putusan yang bersifat condemnatoir biasanya dilahirkan dari
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perkara yang bersifat contensius dengan proses pemeriksaan secara
contradidoir. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak
Penggugat dan Tergugat yang bersifat partai.

Adapun ciri putusan yang bersifat condemnatoir mengandung
salah satu dinar yang menyatakan:
(1) Menghukum atau memerintahkan untuk "menyerahkan".
(2) Menghukum atau memerintahkan untuk "pengosongan";
(3) Menghukum atau memerintahkan untuk "membagi".
(4) Menghukum atau memerintahkan untuk "melakukan sesuatu".
(5) Menghukum atau memerintahkan untuk "menghentikan".
(6) Menghukum atau memerintahkan untuk "membayar".
(7) Menghukum atau memerintahkan untuk "membongkar".
(8) Menghukum atau memerintahkan untuk "tidak melakukan sesuatu"
Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan

Menurut Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg.
yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang
memutus perkara yang di minta eksekusi tersebut sesuai dengan
kompetensi relatif. pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan
melaksanakan eksekusi.

Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama
terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada
Panitera/juru Sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan

eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan
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Agama.

2. Pelaksanaan Eksekusi

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang
menjadi wewenang Pengadilan Agama .dapat ditempuh tahapan-tahapan
sebagai berikut:

a. Permohonan pihak yang menang
Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan
Pengadilan Agama secara sukarela. maka pihak yang menang dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama yang
memutuskan perkara tersebut untuk dijalankan secara paksa hal-hal
yang telah disebutkan dalam amar putusan.
Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Agama merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak
yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa
sebagaimana tersebut dalam Pasal 207 ayat (1) R.Bg dan Pasal 196
HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan supaya
dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan
yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus
perkara, memohon agar putusan supaya dijalankan secara paksa karena
pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa
ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat
dilaksanakan.
b. Penaksiran biaya eksekusi

Jika Ketua Pengadilan Agama telah menerima permohonan
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eksekusi dari pihak yang berkepentingan. maka segera memerintahkan
meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam
pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya. Biaya yang diperlukan
meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, dan biaya
pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya
eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi
kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya
perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam
register eksekusi.”*
c. Melaksanakan peringatan (Aan maning)

Aan maning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan
oleh Ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang
kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Aan maning
dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah
dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat
panggilan tersebut.

Memberikan peringatan (Aan maning) dengan cara: (1)
melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan
Agama, Panitera dan pihak yang kalah, (2) memberikan peringatan
atau teguran supaya ia menjalankan putusan hakim dalam waktu
delapan hari, (3) membuat berita acara Aan waning dengan mencatat

semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti

** Abdul Mannan, op.cit.. hlm. 317
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autentik, bahwa Aan maning telah dilakukan dan berita acara ini
merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan
selanjutnya.

Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang Aan
maning, dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka
ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus
dipanggil kembali untuk Aan maning yang kedua kalinya. Jika
ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan
patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk
dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada
tenggang masa peringatan. Secara ex officio Ketua Pengadilan Agama
dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi
kepada Panitera/Juru Sita.”

d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (Aan
maning) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan
putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa
alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan
perintah eksekusi dengan ketentuan: (1) perintah eksekusi itu berupa
penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita yang
namanya harus disebut dengan jelas. (3) harus menyebut dengan jelas

nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak

33Ibid.. him. 3 17.
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dieksekusi, (4) perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan
tidak boleh di belakang meja, (5) isi perintah eksekusi supaya
dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

e. Pelaksanaan eksekusi nil.

Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan Agama,
Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Juru Sita
dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan
jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur
dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. Dalam pelaksanaan
eksekusi tersebut, Panitera atau Juru Sita dibantu dua orang saksi
berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu
Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi, sebagaimana

diatur dalam Pasal 197 ayat (6) H'IR dan Pasal 210 R.Bg.



